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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring berjalannya waktu, teknologi telah banyak perubahan untuk 

mengikuti perkembangan dunia. Teknologi mengikuti perkembangan zaman dan 

membawa dampak terhadap berbagai kehidupan manusia. Waktu yang terus 

berjalan, ilmu pengetahuan manusia berkembang. Perkembangan ini 

mempengaruhi aktivitas sehari-hari manusia. Satu dari perkembangan teknologi 

yang sangat penting ialah jaringan internet dengan munculnya jaringan ini, dunia 

digital mulai dikenal.1 

Teknologi pada zaman sekarang menjadi hal yang penting untuk 

kehidupan manusia sebagai tolak ukur manusia itu sendiri. Adanya tolak ukur itu 

manusia berkemampuan untuk menciptakan suatu karya. Manusia dapat 

menciptakan sesuatu menggunakan pikiran dan kreativitas yang berkembang. 

Ciptaan yang dihasilkan dari pikiran dan kreativitas ini menjadi milik pencipta 

yaitu orang yang menciptakan. Hal ini diungkapkan oleh John Locke dalam 

teorinya Labor Theory, bahwa setiap orang berhak atas karyanya, mengingat 

setiap bagian ialah dari proses berpikir kreatif yang dilakukan seseorang dalam 

membuat dan menciptakan sesuatu. Tiga prinsip itu sebagai berikut: 

1. Pencipta suatu karya harus diberi hak milik, karena memusatkan 

                                                           
1
 Khwarizmi Maulana Simatupang, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam 

Ranah Digital,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 15, no. 1 (2021): 67, 

https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80. 
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tenaga dan karya untuk menciptakan sesuatu; 

2. Pembuat dan pembuatan sesuatu oleh orang lain memberikan hak lebih 

tergantung perjanjian; dan 

3. Klaim kepemilikan sama dengan klaim lain yang dirancang untuk 

menggabungkan hak pencipta dengan klaim secara keseluruhan. 

Pemanfaatan teknologi internet telah mengubah kreasi karya yang tadinya 

hanya bersifat konvensional, sekarang bisa diubah ke dalam bentuk digital. Hal ini 

mempunyai banyak nama seperti: karya digital, konten digital, informasi digital, 

dan hak cipta digital. Contoh produk digital antara lain: e-book dalam bentuk 

PDF, musik dalam bentuk MP3 atau MP4, video dalam bentuk MP4 atau FLV, 

software, gambar dalam bentuk JPEG atau PNG, tiket online, aplikasi Android 

atau aplikasi iPhone, dan lainnya2. Adanya perkembangan teknologi tersebut 

tentunya membawa banyak kemudahan bagi banyak orang untuk melakukan 

berbagai kegiatan di berbagai macam aspek kehidupan.     

Di balik kemudahan tersebut, ada berbagai resiko yang terjadi. Kemudahan 

tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkepentingan untuk menyebarkan 

karya ciptaan berbentuk digital tanpa izin. Meluasnya internet dalam kehidupan 

masyarakat memberikan berbagai pengaruh bagi masyarakarat maupun industri. 

Penyebaran terhadap ciptaan digital yang sedang marak terjadi di Indonesia, 

contohnya penyebaran software, penyebaran musik dan film, penggunaan karya di 

media sosial tanpa izin, penggunaan foto atau gambar tanpa izin, plagiarisme, 

                                                           
 

2
 Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, “Urgensi 

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital,” Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak 

Asasi Manusia 3, no. 1 (2021): 9–17, https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22. 
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menyebarkan atau mencetak ulang tulisan karya orang lain, mengadaptasi atau 

mengubah karya pencipta lain tanpa izin pemilik hak cipta. 

Sebagai contohnya ialah maraknya kasus pelanggaran hak cipta terhadap 

film yang disebarluaskan secara ilegal. Survei Asosiasi Video Streaming 

Indonesia (AVISI) menunjukkan bahwa 30 persen penikmat film Indonesia yang 

menonton dari penyedia yang resmi. Hal ini berpengaruh pada pendapatan industri 

film Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis dan setiap tahunnya. 

Edwin Nazir selaku Ketua Asosiasi Produser Film mengatakan bahwa setiap 

tahunnya industri film mengalami kerugian hingga mencapai lima triliun rupiah 

akibat penyebaran film tanpa izin dan mengakibatkan banyak pelanggaran 

terhadap karya ciptaan, sulitnya menentukan siapa menyebarkan konten digital 

tanpa izin, tidak mudah melindungi suatu ciptaan dalam bentuk digital. Jika ini 

tidak diatasi, maka berdampak merugikan terhadap industri digital dan pencipta 

karya.3 Hal ini sudah menjadi level yang mengkhawatirkan dan bisa menyebabkan 

terhambatnya banyak aspek seperti ekonomi, keamanan digital dan merugikan 

banyak pihak. Terkait dengan hal ini, perlindungan hukum terhadap hak cipta 

diperlukan untuk menangani kejahatan yang terjadi di dunia maya.4 

Untuk menanggulangi masalah ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

hadir untuk memahami hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta memberi perlindungan bagi pemilik suatu karya yang mereka ciptakan.   

                                                           
 

3
 Ayup Suran Ningsih and Balqis Hediyati Maharani, “Penegakan Hukum Hak Cipta 

Terhadap Pembajakan Film Secara Daring,” Jurnal Kertha Wicara 2, no. 1 (2019): 13–32, 

https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440. 
4
 Aulia Munadiah, CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 

TENTANG HAK CIPTA ( Analisis Putusan Nomor 14 / Pdt . Sus . Hki / Cipta / 2018 / Pn-Niaga 

Sby ), 2021. 
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Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

mengartikan bahwa hak cipta ialah hak khusus bagi pencipta untuk 

mengumumkan serta memperbanyak ciptaan yang timbul saat suatu karya ciptaan 

itu dipublikasikan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan 

yang berlaku.5 Hak cipta juga memiliki makna bahwa hak tersebut ialah hak yang 

melekat secara pribadi terhadap pencipta sebuah karya, sehingga saat karya 

tersebut telah berhasil dipublikasikan dalam suatu bentuk maka disaat itulah hak 

cipta atas suatu karya timbul dan menjadi milik penciptanya.6  

Pertumbuhan pesat teknologi dan informasi dan komunikasi juga membawa 

tantangan baru, terutama dalam hal perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta sebagai satu upaya untuk 

melindungi karya  dan memberikan hak kepada pencipta karya. Hak cipta 

melindungi karya para pencipta, termasuk pengarang, artis, musisi, dramawan, 

pemahat, programer komputer, dan lainnya. Orang-orang ini harus dilindungi dari 

mengumumkan atau memperluas karya mereka tanpa izin.7 Sangat penting untuk 

memahami dinamika penyebaran konten digital tanpa izin dan bagaimana 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dapat diterapkan untuk 

menanggulangi permasalahan ini.  Pasal 1 ayat  2 Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang hak cipta bahwa pencipta memiliki hak eksklusif yaitu hak 

moral dan hak ekonomi, dalam mengelola hak pencipta juga dapat berperan 

                                                           
 

5
 Hak Cipta, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” no. 1 (2014). 

 
6
 Isnaini Yusran, Mengenal Hak Cipta, 2019. 

 
7
 Yulia, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, 2021. 
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sebagai sebagai pemilik hak cipta.8 Sejalan dengan perubahan ini, perlindungan 

hak cipta harus diperkuat untuk memungkinkan produksi dan distribusi karya di 

era digital dengan cara memunculkan kreativitas sekaligus melindungi hak 

pencipta karya9.  

Contoh kasus pelanggaran hak cipta salah satunya ada pada tahun 2021, 

Halilintar Anofial Said dan Lenggogeni Umar Faruk yang dikenal dengan Gen 

Halilintar dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran hak cipta terhadap lagu 

berjudul “Lagu Syantik”. Mahkamah Agung (MA) menghukum keduanya untuk 

membayar ganti kerugian sebesar Rp 300 juta. Gen Halilintar dinilai mengubah 

lirik lagu "Lagi Syantik" dan merekam, membuat video, serta menguggahnya di 

akun YouTube Gen Halilintar tanpa izin dari PT Nagaswara Publisherindo yang 

menaungi para pecipta lagu "Lagi Syantik".  Majelis hakim menyatakan perbuatan 

keduanya yang mentransformasikan ciptaan dan komunikasi ciptaan adalah 

pelanggaran hak cipta. Selain itu, keduanya juga melakukan pelanggaran hak cipta 

dengan menggandakan dalam bentuk elektronik atau digital penerbitan karya 

ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran karya cipta melalui media sosial. 

"Menyatakan perbuatan tergugat I dan tergugat II yang tanpa hak dan tanpa izin 

kepada para penggugat telah mengubah lirik, memproduksi dan menyebarluaskan 

lagu “Lagi Syantik” yang telah dimodifikasi tersebut adalah perbuatan 

                                                           
8
 Yulia. 

 
9
 Sri Mulyani et al., “Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Industri Konten Digital 

Dalam Perspektif Society 5.0,” Spektrum Hukum 21, no. 1 (2024): 1, 

https://doi.org/10.56444/sh.v21i1.5090. 
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pelanggaran hak cipta yang menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil 

bagi para penggugat," kata hakim I Gusti Agung Sumanatha.
10

 

Contoh kasus selanjutnya, Mahkamah Agung (MA) menghukum Bigo untuk 

membayar royalti ke Aquarius Musikindo sebesar Rp 5 miliar. MA menyatakan 

Bigo terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta 

lagu di bawah PT. Aquarius Pustaka Musik atau Aquarius Musikindo. Hal itu 

tertuang dalam putusan kasasi yang dilihat dari situs Mahkamah Agung. Sengketa 

bermula saat perusahaan yang berbasis di Singapura itu meluncurkan aplikasi 

Likee. Aplikasi ini memudahkan pengguna membuat video pendek dengan 

menambah lagu dalam video pendek itu. Lagu yang bisa dipakai dalam Likee itu 

antara lain lagu-lagu di bawah mayor label Aquarius. Aquarius kemudian tidak 

terima dan mengirimkan somasi tapi tidak mendapatkan titik temu. Akhirnya 

gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
11

 

Penelitian ini penting karena dapat memberikan gambaran mengenai 

perlindungan hukum terhadap konten digital tanpa izin yang tidak hanya 

merugikan untuk pencipta konten tetapi industri kreatif secara keseluruhan. Hal 

ini bertujuan menganalisa perlindungan hukum penyebaran konten digital tanpa 

izin serta efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

Berkembangnya karya cipta digital di masa sekarang, apakah Undang-Undang 

                                                           
10

 Issha Harruma, “Contoh Kasus Hak Cipta,” Kompas, 2022, 

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/23/01350081/contoh-kasus-hak-cipta?page=all. Diakes 

20 Desember 2024 Pukul 12.45 wib. 
11

 Andi Saputra, “MA Hukum Bigo Bayar Rp 5 M Ke Aquarius Musikindo Karena 

Langgar Hak Cipta,” Detik News, 2023, https://news.detik.com/berita/d-7071709/ma-hukum-bigo-

bayar-rp-5-m-ke-aquarius-musikindo-karena-langgar-hak-cipta.Diakses 20 Desember 2024 Pukul 

13.57 wib. 
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Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah memberikan perlindungan hukum 

atas karya cipta pada industri konten digital. Berdasarkan  pada permasalahan 

yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa 

perlindungan hukum penyebaran konten digital yang berjudul “Perlindungan 

Hukum Terhadap Pemilik Konten Dalam Penyebaran Konten Digital Tanpa 

Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak 

Cipta”  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemilik konten dalam 

penyebaran konten digital digital tanpa izin berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ? 

2. Bagaimanakah penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik 

konten digital ketika karyanya disebarkan tanpa izin berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada Perlindungan Hukum Terhadap 

Pemilik Konten Digital Tanpa izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tanpa menutup pula hal-hal lain yang ada 

kaitannya.  
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D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.Tujuan penelitian  

a. Mengetahui dan memahami pengaturan  perlidungan hukum pemilik 

konten digital yang kontennya disebarluaskan tanpa izin  berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. 

b. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana upaya hukum bagi yang 

melakukan penyebaran konten digital tanpa izin berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. 

2. Manfaat penelitian  

a. Manfaat Teoritis 

1. Secara teoritis penelitian ini memberi  kontribusi pada 

pengembangan ilmu hukum, terutama dalam aspek 

perlindungan hak cipta. 

2. Memberikan pandangan dan wawasan dalam bidang 

perlindungan hak cipta dalam menghadapi penyebaran konten 

digital tanpa izin. 

b. Manfaat Praktis 

1. Secara praktis penelitian ini memberikan pemahaman kepada 

para pembuat konten digital tentang hak dan  kewajiban 

mereka dalam kaitannya dengan hak cipta. 

2. Menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pemilik 

atau pembuat konten digital dalam melindungi karyanya dari 
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pelanggaran, termasuk langkah hukum yang bisa diambil jika 

kontennya disebarluaskan tanpa izin. 

E. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual ini untuk memahami maksud dari judul penelitian 

ini, untuk memudahkan pembahasan permasalahan dan untuk menghindari 

perbedaan dalam penafsiran, peneliti perlu menjelaskan konsep yang berkaitan 

dengan penelitian mengenai penyebaran konten digital tanpa izin dan pengaturan 

hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

Berikut adalah komponen yang  yang akan dikaji : 

1. Perlindungan hukum  

Perlindungan hukum didasarkan pada pemikiran bahwa hukum adalah 

sarana yang dapat memperhatikan hak dan kepentingan konsumen 

secara baik (komprehensif). Kekuasaan yang bersifat memaksa 

ditetapkan dengan undang-undang dan diakui oleh negara untuk 

dilaksanakan selama-lamanya.
12

 

2. Pemilik Konten atau Pencipta Konten 

Pencipta atau pemilik konten adalah orang-orang yang berdasarkan 

kemampuan untuk berpikir, berimajinasi, keterampilan, keterampilan 

atau keahliannya terinspirasi untuk menghasilkan suatu karya kreatif 

                                                           
 

12
 Nurul Rifdah Anwar, “Nurul Rifdah Anwar, ‘Pelindungan Terhadap Konten Yang 

Diunggah Tanpa Izin Dari Pemegang Hak Cipta Di Situs Berbasis User Generated Content’. 

Skripsi Repository Universitas Hasanuddin. 2021. Hlm 1 1,” 2021. 
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yang diungkapkan dalam bentuk yang unik dan pribadi dengan tujuan 

untuk menghasilkan ekspresi seseorang atau beberapa orang.13 

3. Penyebaran  

Penyebaran dapat didefinisikan sebagai proses penyebaran informasi, 

konten, atau materi yang memiliki konsekuensi yuridis tertentu, baik 

yang bersifat ilegal maupun ilegal.
14

 

4. Konten Digital 

Edmon Makarim mendefinisikan konten digital sebagai informasi 

data, atau karya yang diciptakan, disimpan, dan didistribusikan dalam 

format elektronik yang dapat diakses, dimanipulasi, dan 

disebarluaskan melalui media digital.
15

 

5. Tanpa Izin 

Proses pengambilan, penggunaan, atau pendistribusian yang tidak 

memiliki otorisasi atau persetujuan dari pemilik yang sah, yang dapat 

menimbulkan konsekuensi hukum.
16

 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 1 

ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

                                                           
 

13
 Feriyanto and Mujiyono, “Memahami Dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan 

Intelektual,” Lppm UNY/Sentra HKI UNY, 2017, 7. 
14

 Esmi Warassih, Aspek Hukum Media Digital (Semarang: Pustaka Magister, 2017). 
15

 Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika (Jakarta: Rajawali Press, 2013). h.45 
16

 Djantnika Atmaja, Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2016). h.64 
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berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.” 

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan 

Tabel 1 Penelitian Terdahulu 

No. NAMA  

PENELITI 

JUDUL 

PENELITIAN 

HASIL PENELITIAN 

1. Ida Ayu Lidya 

Nareswari Manuaba 

dan Ida Ayu 

Sukihana 

(Jurnal Kertha 

Semaya) 

Perlindungan 

Hak cipta pada 

Buku Elektronik 

(e-book) di 

Indonesia. 

Penelitian menunjukkan 

bahwa meskipun UUHC 

memberikan 

perlindungan, 

pelanggaran seperti 

pembajakan masih sering 

terjadi. Oleh karena itu, 

diperlukan kesadaran 

hukum dan mekanisme 

penyelesaian sengketa 

yang efektif, termasuk 

peran Pengadilan Niaga. 

2. Khwarizmi 

Maulana Simatupang 

(Jurnal Ilmiah 

Kebijakan Hukum) 

Tinjauan 

Yuridis 

Perlindungan 

Hak Cipta 

dalam Ranah 

Digital. 

Penelitian ini membahas 

perlindungan hak cipta 

dalam era digital, 

menyoroti dampak 

signifikan dari 

perkembangan teknologi 

dan internet terhadap 

hukum hak cipta. 

Penelitian menunjukkan 

bahwa meskipun ada 

upaya perlindungan 

hukum, implementasi di 

lapangan masih lemah, 

dengan banyaknya 

pelanggaran, seperti 

pembajakan karya 

digital. Penelitian ini 

juga menggarisbawahi 

pentingnya teknologi 
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pengaman dan perlunya 

regulasi yang lebih ketat 

untuk melindungi karya 

ciptaan. 

3. Rizky Syahputra, 

Doddy 

Kridasaksana, 

Zaenal Arifin 

(Semarang Law 

Review (SLR) 

Volume 3 Nomor 1) 

Perlindungan 

Hukum bagi 

Musisi atas Hak 

Cipta Dalam 

Pembayaran 

Royalti 

Penelitian ini membahas 

pentingnya perlindungan 

hukum terhadap hak 

cipta musisi, terutama 

dalam kontenks 

pembayaran royalti. 

 

Review Studi Terdahulu dijadikan pedoman atau acuan oleh 

penulis dalam menyelesaiakan Penelitian ini, yang membedakan tulisan 

penulis dengan peneliti sebelumnya adalah : 

1. “Perlindungan Hak Cipta pada Buku Elektronik (E-book) di Indonesia” 

membahas mengenai peraturan buku digital di Indonesia atau buku 

elektronik (e-book) sebagai salah satu aspek hak cipta menurut 

Undang-Undang Hak Cipta dan bentuk penyelesaian ketika terjadi 

pelanggaran ketika terjadi pelanggaran hak cipta atas buku elektronik 

(e-book). Penelitian ini menemukan bahwa e-book dianggap sebagai 

ciptaan adaptasi yang terlindungi. Konversi buku cetak (e-book) 

memerlukan izin dari pencipta melalui perjanjian lisensi. Jika terjadi 

pelanggaran hak cipta, sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan 

atau alternatif seperti arbitrase dan mediasi. Hal yang  membedakan 

tulisan terdahulu dengan tulisan yang peneliti tulis  terletak pada fokus 

spesifiknya. Jurnal tersebut berfokus khusus pada buku elektronik (e-
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book) dan perlindungannya sedangkan penelitian ini membahas 

perlindungan konten digital secara umum termasuk jenis karya atau 

konten digital yang lain. Pada jurnal memberikan contoh spesifik pada 

(e-book) yang dijual secara tanpa izin secara bebas di platform online, 

pada penelitian ini memberikan contoh yang lebih beragam mengenai 

pelanggaran konten digital. Analisis hukumnya dalam jurnal lebih 

terfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

Tentang Hak Cipta terhadap e-book sedangkan penelitian ini 

mencakup analisis yang lebih luas tentang pelanggaran hak cipta dalam 

konteks konten digital secara umum. 

2. Selanjutnya Jurnal yang ditulis oleh Khawarizmi Maulana Simatupang 

berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah 

Digital” membahas perlindungan hukum terhadap ciptaan era digital 

dan pengaruh teknologi pengaman terhadap ciptaan era digital dan 

pengaruh teknologi pengaman terhadap perlindungan hukum karya 

digital. Membahas perkembangan hukum hak cipta di era digital yang 

dipicu oleh kemajuan teknologi dan internet. Penulis menjelaskan 

bahwa karya cipta kini dapat diubah menjadi bentuk digital sehingga 

perlindungan hukum terhadap ciptaan tersebut harus beradaptasi dan 

perlindungan hak cipta di era digital perlu diperkuat melalui 

kolaborasi dengan teknologi dan penegakan hukum yang lebih tegas 

agar dapat melindungi pencipta suatu karya dan mendorong inovasi 

penulis merekomendasikan pengayaan hukum hak cipta terkait 
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perlindungan suatu karya. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa hukum 

perlu berkolaborasi dengan teknologi, dalam hal ini teknologi yang 

digunakan ialah teknologi pengaman. Sedangkan pada tulisan yang 

penulis kembangkan ialah spesifik membahas mengenai penyebaran 

konten digital tanpa izin dan menyoroti aspek pelanggaran teradap hak 

cipta dan pemilik konten digital. 

3. Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Musisi atas Hak 

Cipta Dalam Pembayaran Royalti” menyoroti tantangan yang dihadapi 

oleh musisi dalam melindungi hak cipta mereka dan pentingnya 

pengelolaan hak cipta di Indonesia untuk meningkatkan kesadaran dan 

pelindungan bagi pencipta suatu karya. Perbedaan Penelitiannya 

terletak pada fokus subjeknya, jurnal ini lebih fokus kepada musisi 

dan konteks royalti, membahas secara spesifik terkait hak ekonomi 

dan moral musisi dalam mendapatkan royalti dari karya mereka 

dengankan tulisan ini menyasar pada konten digital secara umum 

mencakup berbagai bentuk konten yang dapat disebarluaskan secara 

digital, tidak terbatas pada musik saja. Aspek yang ditekankan pun 

berbeda, pasa jurnal ini menekankan pada proses pembayaran royalti 

dan tantangan yang dihadapi musisi dalam mendapatkan hak ekonomi 

mereka serta perlunya pencatatan karya. Pada penelitian yang peneliti 

tulis, lebih menekankan pada isu penyebaran konten digital tanpa izin 

termasuk implikasi hukum dari tindakan tersebut dan dampaknya 

terhadap industri kreatif secara lebih luas. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif 

(Normative Legal Research) karena data yang diperoleh melalui penelitian 

hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data penelitiannya. 

Melakukan penelitian terhadap bahan pustaka sebagai dasar penelitian 

dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan  

penelitian. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan hukum primer artinya mempunyai otoritas.17 Terdiri dari 

perundang-undangan, catatan resmi atau peraturan perundang-

undangan dan putusan-putusan hakim dalam Peraturan Perundang-

Undangan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

b. Bahan hukum sekunder menjelaskan bahan hukum primer. Bahan 

hukum sekunder ini diperoleh dan dikumpulkan dari buku literatur, 

jurnal, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

c. Bahan hukum tersier bahan hukum yang dapat menjelaskan arti 

tertentu pada bahan hukum primer atau sekunder. 

 

                                                           
 

17
 Nyoman Gede Remaja, “Makna Hukum Dan Kepastian Hukum,” Kertha Widya: 

Jurnal Hukum 2, no. 1 (2014): 1–26, 

https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426/351. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi pustaka 

(literature research). Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mencari data yang diperlukan sebagai referensi dalam 

penelitian ini melalui berbagai literatur. 

4. Analisis Data  

Analisis data yang digunakan adalah Kualitatif. Metode analisis 

yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat 

yang logis, lalu diberi kesimpulan oleh peneliti. Tujuannya untuk 

menjelaskan secara lebih rinci mengenai isu hukum yang diteliti oleh 

peneliti dan melihat hukum sebagai acuan dalam masyarakat. 

H. Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Palembang, sistematika penulisan skripsi dibagi 

menjadi 4 (empat) yaitu : 

BAB I  PENDAHULUAN  

Pada bab ini menjelaskan bagian yang memuat latar belakang, rumusan 

masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 

konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 

 



17 

 

  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian perlindungan hukum, 

pemilik konten, penyebaran, konten digital, tanpa izin dan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

BAB III PEMBAHASAN  

Pada bab ini membahas perlindungan hukum terhadap pemilik konten 

dalam penyebaran konten digital tanpa izin berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta penyelesaian 

hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik konten digital ketika 

karyanya disebarluaskan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

BAB IV PENUTUP  

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang isinya 

berlandasan pembahasan materi terkait yang telah disampaikan pada 

bab-bab sebelumnya. 
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